BAB 2
TINJAUAN UMUM ATAS PERANAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATO R
DALAM PENYELESAIAN MASALAH WANPRESTASI PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM TANPA JAMINAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan Notaris

Indonesia telah mempunyai perundang-undangan dangidnotariat
yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutnhsyarakat saat
ini, yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 temtdabatan Notaris
yang masih berlaku hingga sekarang. Undang-undergglut sebagai
pengganti dari "Peraturan Jabatan Notari¢dtaris Reglement — Stbl. 1860
— 3) yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda sadepagan bulan
Oktober 2003 dan berakar padéotariswet dari negeri Belanda (Ned.Stbl.
no. 20).

Pada zaman dahulu, Notaris adalah semacam pmo $6tenografen),
ia menciptakan sistem penulisan dalam bentuk stagksingkatan. Sistem
singkatan dinamakaNota literaria*

Lembaga notariat pada awalnya timbul dari kebarumasyarakat
untuk membuat alat bukti mengenai hubungan kepmmdatang terjadi
antar sesama masyarakat pada masa itu. Nama atotaerasal dari nama
pengabdinya yaitu Notarius yang pekerjaannya meancktn tulis-menulis.
Arti dari nama ”notarius” kian lama kian berubahylar dari Notarii,
Tabelionedalu menjadiTabulari.

Pada abad ke-2 dan ke-3 notarii adalah oranggorsmng yang
memiliki keahlian menulis cepat. Sebutan "notauiituk pertama kalinya di
berikan kepada orang-orang yang bertugas mendatbpyang diucapkan
oleh Cato dalam senat Romawi dengan mempergunakgiagan-singkatan
(abbreviations atau character$.’> Kemudian pada abad ke-5 dan ke-6
notarii adalah para penulis pribadi kaisar, sehingga sada itunotarii

tidak lagi memberikan pelayanan umum, ia hanya pekmtuk kaisar saja

M G.H.S TobingPeraturan Jabatan NotarigJakarta: Erlangga, 1980), hal. 6.
2 bid.
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sehingga termasuk juga sebagai pejabat istana pangak melakukan
berbagai pekerjaan Kanselarij Kaisar seperti méraedi pembukuan dan
keuangan yang semata-mata merupakan pekerjaanistiatin

Selain paranotarii, pada permulaan abad ke-3 dikenal juga dengan
para "tabeliones”.Tabelionesadalah sekelompok orang yang mendapat
kepercayaan untuk membuat catatan, surat, dara&idaMereka ini adalah
orang-orang bebas, dalam arti bukan pegawai atmbaieistana. Tulisan-
tulisan yang mereka buat sifathya masih dibawahgaandan tidak
mempunyai kekuatan otentik.

Disamping paratabelinones terdapat kelompok yang dinamakan
"Tabularii” . Tabularii adalah orang yang menguasai teknik menulis, mereka
adalah pegawai negeri yang bertugas memeliharayemb keuangan kota
dan berwenang membuat akta-akta, tetapi sifatnysihnth bawah tangan
sama dengan patabeliones Kemudian raja Longobarden mengangkat para
tabelionesatau si pekerja bebas tersebut untuk menjadi pgEgeakaisaran
yang bertugas mencatat dan membuat akta untuk tiegan masyarakat.
Tabelionesyang diangkat sebagai pegawai kaisar dinamaiaarii dan
mereka bersatu dengan namalegium sedangkan partabelionesyang
tidak diangkat berinisiatif untuk bekerja sebagaggwai sukarelawan di
istana.

Awal mula sejarah notariat yang dikenal hinggat sai bermula di
pusat perdagangan Italia Utara pada abad ke-1lkeld? yang bernama
Latijnse notariaatyaitu lembaga notariat pertama didunia yang menganu
civil law. Ciri-ciri notaris civil law (atijnse notariaat) adalah notaris
diangkat oleh penguasa umum, untuk kepentingan yrdammendapatkan
honor dari masyarakat umum yang memakai jasa menddia otentik
tersebut.Latijnse notariaatberkembang dari Italia Utara menuju Eropa
(kecuali Inggris dan Skandinavia), kemudian merRguancis, Belanda lalu
ke Indonesia. Lembaga notariat ini tidak dapat tdikei secara pasti asal
muasalnya, hanya dari asumsi bahwa pada tahun @B8g&lia Utara
diperingati ulang tahun 8 (delapan) abad berdiribjaversitas Bologna

yang merupakan universitas tertua di dunia yangyikigsh oleh Irnerius.

Universitas Indonesia
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Univeristas tersebut adalah sekolah hukum ataulaekwmtaris, yang dapat
dibuktikan dengan adanya bukBEormularium Tabellionum karangan
Irnerius yang memuat aturan-aturan kenotariatan.

Setelah perkembangannya di Italia, lembaga rattafatijnse
notariaa)) dibawa masuk menuju Perancis pada abad ke-13 Wakku itu
kerajaan Perancis diperintah oleh raja LodewijkH#glige yang banyak
berjasa dalam perkembangan notariat di dunia. Dalamasa
pemerintahannya pada tahun 1791, ia banyak meminddng-undang,
salah satunya adalah undang-undang mengenai nqdeatosewetyang
memberikan pengaruh sangat besar untuk kelangsuwhgatang notariat.
Untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undangeliat terjadilah
pelembagaan notariat di Perancis. Tujuan utamapddembagaan notariat
ini adalah untuk memberikan jaminan yang lebih blaglgi kepentingan
masyarakat.

Pada abad ke-14 setelah notariat sampai puncakla pa
perkembangannya, bidang notariat mengalami kemenosoyang
disebabkan pemerintah pada saat itu sangat menkauuktana, sehingga
jabatan notaris beralih ke pihak-pihak yang tidakmpunyai keahlian
dibidang notariat dan pemerintah menjual jabatatari® dengan cara
mengangkat para tabeliones yang tidak mempunyéailie@auntuk dapat
bekerja, sehingga menimbulkan banyak maal praktek.

Pada tahun 1810, Perancis menjajah Belanda, tdakang-undang
Ventosewetiberlakukan terhadap Belanda. Namun pengafahtosewet
masih melekat di negeri Belanda karena peratunaetiat masih di pakai
Belanda sampai dengan Belanda mengeluarkan undetagg baru.
Barulah pada tahun 1842 terbentuklah undang-undeotgriat Belanda
yaitu De Notariswet yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 1842
(Nederland Staatblad no. 20) tentang jabatan motBlamun kenyataannya
"De Notariswet yang baru ini banyak mengadopsi bentuk formali dar
"Ventoswet, hanya ada beberapa bagian dari isinya yang mnemgal
perubahan. Perubahannya antara lain:
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VENTOSWET

DE NOTARISWET

Terdapat 3 (tiga) golonga
notaris yang di kena
diantaranya: hofnotarissen
(untuk wilayah gerechtshof]
arrondissementsnotarissen
(untuk wilayah rechtbank
kantonotarissen (untuk
wilayah kantongerecht).

Adanya chambers de
notaries yang bertugas
melakukan pengawasan d
pengujian para notaris.
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Pada abad ke-17, lembaga notariat mulai masukinkidnesia,

bersamaan dengan masuknya V.O.C (Verenigne Ootstichrel Companie)

di Indonesia. Beberapa bulan setelah Jacatra kijadsebagai ibukota

negara (nama

"Jacatra”

dirubah menjadi
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4 Maret 1621), maka diangkatlah seorang sekrewais College Van
Schepenen yang bernamaMelchior Kerchem pada tanggal
27 Agustus 1620 sebagai Notaris pertama di Indangmng berkedudukan
di Jacatra, sejak saat itu jumlah notaris orangam#d semakin terus
bertambah. Dalam pengangkatannya tersebut dimearsseingkat suatu
instruksi mengenai pekerjaan dan wewenang yangal@nkan sebagai
notaris, yakni ia harus menjalankan pekerjaannyaesuai dengan sumpah
setia jabatan yang diucapkannya, dan ia juga wag@ndaftarkan semua
dokumen dan akta yang dibuatnya.

Beberapa tahun kemudian, dikeluarkan 2 (duayukst untuk para
notaris di Indonesia. Instruksi pertama, dikeluarkpada tanggal
16 Juni 1625 berisikan 10 pasal mengenai paraiad&@tebih dahulu harus
diuji dan diambil sumpahnya. Instruksi kedua, dikekan pada tahun 1822
berisikan 34 pasal mengenai batas-batas dan wegenataris yang
menyatakan bahwa ”"Notaris adalah pegawai umum hangs mengetahui
seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang migglladan diangkat
untuk membuat akta-akta = dan kontrak-kontrak, dengeksud untuk
memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, apkaet dan
memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minatalayy mengeluarkan
grossenya, demikian juga salinannya yang sah daar’be

Dalam tahun 1860, di undangkanlah oleh pemerikiiallia Belanda
mengenai Peraturan Jabatan Notaris yalttaris Reglement Staatblaad
no. 3 pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai baetianggal 1 Juli 1860
dan merupakan peletakan dasar-dasar hukum bagnipetman notariat di
Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, sebagaimana halnygaemotariat di
negara-negara lain, sejarah notariat di Indonesga jmengalami masa
kemerosotan. Pada tahun 1954 diundangkan Undargpgneéntang wakil
notaris dan wakil notaris sementara (L.N. 1954 1) Mang berfungsi untuk
mengisi kekosongan notaris di Indonesia agar jabatgaris itu tetap dapat
dijalankan sebaik-baiknya disaat notaris-notarislaB#a pulang ke

negerinya. Untuk menghindari kekosongan notaris dradakan semacam
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kursus untuk dapat menjadi seorang notaris dark tmklu diharuskan
Sarjana Hukum terlebih dahulu. Pada saat itu yapatdmengikuti kursus
tersebut adalah hanya orang-orang yang mengetdhui dekat dengan
bidang hukum, seperti hakim, panitera, dan kotapraj

Tidak lama setelah kursus tersebut didirikan, ukib program
pendidikan spesialis notaris yang berjalan sampaigdn tahun 2000.
Program ini sebenarnya setara dengan Magister Ke2udian pada tahun
1999 dengan dikeluarkannya Peraturan PemerintahoNét Tahun 1999
tentang perubahan dibidang pendidikan, maka taB0A 2istem pendidikan
notaris diubah dari spesialis menjadi Magister Kanatan (MKn) dengan
kurikulum gabungan dengan keilmuan, keahlian daaktmi. Program
pendidikan magister kenotariatan di Indonesia hanggat ini baru ada
8 (delapan) Universitas yakni Univeristas Indongesiaiveristas Padjajaran,
Univeristas Gajah Mada, Univeristas Sumatera Utatiiversitas
Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Lamg, Universitas
Hasanudin dan masih akan terus bertambah lagi idersitas negeri dan
swasta lainnya sesuai dengan perkembangan waktu.

Semakin berjalannya waktdlotaris Reglement Staatblaat. 3
(Notaris Reglement — Stbl. 1860 3} ¥ang mengatur mengenai jabatan
notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan huklam kebutuhan
masyarakat. Akhirnya pada tanggal 6 Oktober 200dndfingkanlah
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatatarisl yang
berlaku hingga saat ini yang dapat memenuhi kelamtiiukum masyarakat

untuk membangun masyarakat.

2.2 Tinjauan Terhadap Mediasi
2.2.1 Pengertian Mediasi
Mediasi merupakan alternatif penyelesaian senglatda biasa
dikenal dengan istilah "mekanisme alternatif peagalan sengketa” yang
merupakan terjemahan ddalternative dispute resolution®yang tumbuh
pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi sebagdalsasatu alternatif

penyelesaian sengketa yang sudah Ilama dikenal daterbagai
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kepercayaan dan budaya. Berbagai fakta telah mekamjbahwa pada
dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metodeasng dalam upaya
menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Haaja konteks

pendekatan dan caranya berbeda yang lebih disesuaigngan budaya
hukum setempat. Mediasi ini lahir dilatarbelakaolgh lambatnya proses
penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karenanédiasi ini muncul

sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkenplaaiagsistem peradilan
yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kposmmya dalam
menangani kasus yang kompleks. Dengan meningkatagtutan dan

harapan masyarakat akan suatu sistem penyelesamgketa atau beda
pendapat yang cepat, efektif dan efisien, mediagatimenjadi solusi yang
tepat sejalan dengan laju perkembangan sosial,yaudan perekonomian
di Indonesia.

Dewasa ini mediasi merupakan salah satu altérpaetiyelesaian
sengketa yang telah dikenal luas dan menarik nbaatyak pakar. Pada
Bab 1 juga telah disebutkan bahwa mediasi adaledrczaa penyelesaian
sengketa atau beda pendapat yang sebenarnya nilaginkan oleh para
pihak yang bersengketa sendiri apauty-driven dispute resolution methods
dengan menunjuk seorang mediator yang bertindakisgberantara para
pihak yang sedang bersengketa tersebut. Bila kiartsecara teori, mediasi
merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar deéagadengan cara
perundingan atau mufakat para pihak yang dilakiderara bersama-sama
melalui  pengidentifikasian seluruh  permasalahan kutii dengan
pengembangan alternatif-alternatif solusi penyéesagengan dibantu oleh
mediator yang tidak memiliki kewenangan memutusu ateemaksakan
sebuah penyelesaian tersebut. Secara sederhanargdiasi diartikan
sebagai proses penyelesaian masalah melalui pagardipara pihak yang
bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang rietraindependen yang
disebut dengan mediator. Mediasi sangat sulit dipengertian karena
dimensinya sangat jamak dan tak terbatas, sehibgggak orang yang
menyebutkan mediasi tidak mudah diberi defirdigiediation is not easy to
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definite”.’® Hal ini karena mediasi tidak memberi satu modelgydapat
diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari ggogpengambilan
keputusan lainnya.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan gsegsinya sama
dengan proses musyawarah secara mufakat atau kosseédesuai dengan
hakikat perundingan musyawarah atau konsensuseitdirs maka tidak
boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak taesyegasan
penyelesaian masalah selama proses mediasi benangsSegala
sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari jela p

Dalam kaitannya dengan mediasi, Pasal 6 ayat (@)ahg-undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AltérnBenyelesaian
Sengketa menyatakan: “Dalam hal sengketa atau bpdadapat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapetedmkan, maka atas
kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau peddapat diselesaikan
melalui bantuan seorang atau lebih penasihat adlipen melalui seorang
mediator”.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut tidakberikan
pengertian dari mediasi, sehingga penulis mencamg@rtian mediasi dari
sumber lain. Joni Emirzon mengumpulkan beberapggréan mediasi dari
berbagai pakar yang dapat dikemukakan sebagaiuvétik
a. Pengertian mediasi yang diberikan oleh ChristopltieMoore:

“Mediation is the intervention into a dispute or gaiation by an
acceptable, impartial, and neutral third party whas no authoritative
decision-making power to assist disputing parties voluntarily
reaching their own mutually acceptable settlemédnssues in dispute”
Penulis menerjemahkan pengertian diatas secara bedrgadi "Mediasi
adalah intervensi ke dalam suatu negosiasi oledkgiktiga yang dapat
diterima oleh para pihak yang bersengketa, yanatnsid adil tidak

memihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidakemiliki

13 Laurence BoulleMediation: Principle, process, praticéSydney: Butterworths, 1996),
hal. 3.

14 Joni EmirzonAlternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadli{®T. Gramedia Pustaka
Utama: Jakarta, 2001), hal. 59.
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kewenangan untuk membuat keputusan dan ia bertugak membantu
para pihak yang bertikai agar secara sukarela meaucapai satu
kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masang pihak itu

sendiri mengenai hal-hal yang dipersengketakan”.

. Pengertian mediasi yang diberikan oleh Stephen @&dierg, Frank

E.A. Sander dan Nancy H. Rogers:

“Mediation is negotiation carried out with the astnce of a third

party. The mediator, in contrast to the arbitratmrjudge, has no power
to impose an outcome on disputing parties”

Penulis menerjemahkan pengertian diatas secara betigadi "Mediasi

adalah negosiasi yang dilakukan dengan bantuatk g#tgga. Mediator,

berbeda dari arbiter atau hakim, tidak mempunyavetangan untuk

membuat satu putusan atas para pihak yang bersahgke

Pengertian mediasi yang diberikan oleh Henry Camhieck:

“Mediation is private, informal dispute resolutigorocess in which a
neutral third person (the mediator) helps disputjpayties to reach an
agreement. The mediator has no power to imposecsida on the
parties”.

Penulis menerjemahkan pengertian diatas secara betigadi "Mediasi
bersifat pribadi, proses penyelesaian sengketamaiodi mana orang
ketiga yang netral (mediator) membantu pihak-pilakg bersengketa
untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiléuatan untuk

memaksakan keputusan para pihak”.

. Pengertian mediasi yang diberikan oleh FolbergTdayior:

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak aterfgantuan
seseorang atau beberapa orang, secara sistematgelesaikan
permasalahan yang disengketakan untuk mencamaliedan mencapai

penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhakaer
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e. Pengertian mediasi yang diberikan oleh Kimberle&#vach:

“Mediation is facilitated negotiation. It is a praby which a neutral
third party, the mediator, assists disputing pastien reaching a
mutually satisfactory resolution”.

Penulis menerjemahkan pengertian diatas secara betigadi "Mediasi
adalah negosiasi yang difasilitasi. Mediasi adalebuah proses dalam
mana pihak ketiga yang bersifat netral (mediatogjninantu para pihak
yang bersengketa dalam mencapai jalan keluar atasi sengketa yang

dapat saling memuaskan para pihak itu sendiri”.

Kelima pengertian mediasi tersebut mempunyai keaarkasamaan
yang dapat dirangkum menjadi beberapa unsur megtaisi:

a. Mediasi adalah sebuah proses negosiasi oleh padnak pyang
bersengketa;

b. Proses negosiasi tersebut dibantu oleh pihak kgtgg tidak memihak
(mediator). Ada intervensi oleh mediator yang dmer oleh para pihak
yang bersengketa, yang bersifat jujur dan adil;

c. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengarkégutusan
sebagai hasil negosiasi, melainkan ia hanya fasitiyang membantu
para pihak (dengan cara mengembangkan alternsdifatif
penyelesaian) untuk secara sukarela mencapai Kegapabersama
mengenai solusi jalan keluar penyelesaian masalahg ysedang
dihadapi.

Selanjutnya, kamus Hukum Ekonomi ELIR@ngatakan bahwa:
"Mediation mediasi : salah satu alternatif penyelesaian lsgagdi luar
pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mealiatopenengah”.
"Mediator, penengah : seseorang yang menjalankan fungsi dSebaga
penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketandatenyelesaikan

sengketanya”.
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeb&tasan bahwa:
"Mediasi : proses pengikutsertakan pihak ketigaagilpenyelesaian satu
perselisihan sebagai penasihat”.

"Mediator : perantara (penghubung, penengah) balgakppihak yang

bersengketa itu.

Hal senada juga dikemukakan oleh Rachmadi Usmatamda
bukunya yang berjudul "Pilihan Penyelesaian SeragketLuar Pengadilan”
ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentangsmelah satu
diantaranya adalah Garry Goodpaster mengatakanasieadalah proses
negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar YVidag memihak
(impartial) dan netral bekerja dengan pihak yangsdmgketa untuk
membantu  mereka memperoleh  kesepakatan perjanjisangad
memuaskan®

Jadi secara umum, mediasi dapat diartikegbagai upaya
penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakataama melalui
mediator yang bersikap netral, dan tidak membuapukesan atau
kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasiituntuk terlaksananya
dialog antar pihak dengan suasana keterbukaanjukamju dan tukar
pendapat untuk tercapainya mufakat.

Mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimairddah pihak
yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihal yeribat adalah pihak
yang sedang bersengketa dan medidtmdiator adalah pihak netral yang
membantu para pihak dalam proses perundingan guerean berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutwus ratamaksakan
sebuah penyelesaian atau pandangan penilaiannganssalah-masalah
kepada para pihak selama proses mediasi berlangbuag/ensi mediator
ke dalam proses perundingan antara para pihak hdagat dilakukan
apabila para pihak itu sendiri dapat menerimanyasilHdari para pihak
dalam sengketa yang telah menerima intervensi nogdsama seperti hasil

dari mediasi itu sendiri) disebut dengan "kesepakatediasi”.

!> Rachmadi UsmarQp.Cit., hal. 79.
16 Joni Emirzon©Op.Cit, hal. 61.
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Kesepakatan mediasi memuat keterangan mengenditadepara
pihak yang bersengketa, bentuk sengketa, kesepakattuk menunjuk
mediator dan penerimaan oleh mediator tertunjuk penunjukan itu serta
kesepakatan para pihak yang bersengketa mengenam abokok dan syarat
yang akan dilakukan oleh mediator dalam proses asgdi

Asumsinya bahwa mediator ini akan mampu mengub&udtan
dan dinamika sosial hubungan konflik dengan carampamgaruhi
kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihakngae memberikan
pengetahuan atau informasi, atau dengan menggumei&aas perundingan
yang lebih efektif, maka hal ini dapat membantu apgmihak untuk
menyelesaikan  persoalan-persoalan yang dipersaghket Telah
dikemukakan sebelumnya bahwa bentuk penyelesaidgkst atau beda
pendapat melalui mediasi merupakan hasil kesepakadaa pihak yang
bersengketa itu sendiri dan bukan adanya paksaanpiti@k manapun.
Mediator bukanlah pihak yang akan mengambil ke@mnug hanya sebagai
penengah para pihak untuk menyelesaikan sengketa ragreka secara
sukarela mencapai satu kesepakatan yang dapamditeersama mengenai
hal-hal yang dipersengketakan. Mediator juga tidakempunyai
kewenangan untuk memutuskan sengketa secara menalisasuatu
masalah kepada para pihak. Namun, dalam hal iai pak mengusahakan
kepada mediator untuk dibantu penyelesaian pers@aesoalan diantara
mereka melalui kesepakatan bersama. Mediator haimyabagai fasilitator
pertemuan guna membantu masing-masing pihak memaparspekitif,
posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan depgamasalahan yang
tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solugelgeaiannyaDengan
kata lain, mediator hanya mengarahkan komunikas p#ak untuk dapat
menginterprestasikan pikiran, kekhawatiran, penakainformasi dan
memperkecil masalah demi tercapainya alternatiissgdermasalahan yang
disepakati para pihak tanpa paksaan apapun.

Hal ini sekaligus menjadi kelebihan mediasi karéndalam mediasi
ini selain menghadirkan seorang penengah (medigtory sifatnya netral,

" H. Priyatna Abdurrasyidirbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengket. 1, (Jakarta:
PT. Fikahati Aneka, 2001), hal. 39.
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secara teori mediasi dibangun di atas beberapadandfilosofis seperti
confidentiality (kerahasiaan)yoluntariness (kesukarelaan)empowerment
(pemberdayaanyeutrality (kenetralan), damnique solution(solusi yang
unik). Keputusan yang diambil merupakan kesepakht&asama sehingga
tercapainya suatwin-win solutiondi mana para pihak yang bersengketa
benar-benar dapat menerima keputusan tersebuinHaba yang menjadi
penyebab mediasi lebih disukai daripada bentuk glesgian pertikaian
alternatif lainnya sepertarbitrase maupun litigasi, di mana arbiter atau
hakimlah yang akan mengambil keputusan atas semgkahg terjadi
berdasarkan pandangan hakim atau arbiter tersgthijgga mau tidak mau
para pihak secara terpaksa harus menerima keputiasapara hakim atau
arbiter tersebut. Keputusan oleh pihak ”"luar” inellon tentu sudah
memenuhi keinginan para pihak dalam sengketa kaael@apihak yang
menang dan ada yang kalatir{-lose judgment
Dari berbagai pengertian dan kajian-kajiantang mediasi, maka
dapat disimpulkan beberapa prinsip dari mediaantdranya:
a. Mediasi bersifat sukarela
Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluadepada pihak
untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaiagketn seperti apa
yang mereka inginkan. Tidak ada paksaan bagi pd#nak puntuk
menyelesaikan sengketa mereka dengan cara meldiediasi tunduk
pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yaisgrigketa. Mediasi
tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihaka sgang
menginginkannya.
b. Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat kepeeshata
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahurd,188rbunyi:
"sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitia@eya sengketa
dibidang perdagangan dan mengenai hak yang meiukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhmya pohak yang
bersengketa”, dapat dipahami bahwa sengketa yapat diiselesaikan
melalui arbitrase adalah sengketa perdagangan elagketa hak yang

bersifat keperdataan saja.
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c. Proses sederhana
Apabila para pihak memilih mediasi, maka proses@aan lebih
sederhana dibanding dengan proses beracara forrmpahdadilan. Lain
halnya penyelesaian sengketa melalui litigasi daed¢sai bertahun-
tahun karena adanya banding dan kasasi, maka mediak seperti
demikian melainkan lebih singkat dan sederhanankatelak terdapat
banding atau bentuk lainnya.

d. Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengkatpipak
Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingg& seétiap orang dapat
menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Halenb&da dengan badan
peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umuBifat
kerahasiaan dari proses mediasi merupakan dayatéasendiri, karena
pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suliapgksoalan yang
mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

e. Mediator bersifat menengahi
Mediator berperan untuk menengahi para pihak yaesemgketa.
Keputusan untuk menerima penyelesaian sengketa yhamkan
mediator  sepenuhnya berada dan ditentukan sendileh o
keinginan/kesepakatan para pihak yang bersengk&adiator tidak
dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaigketse yang

harus dipatuhi.

Perlu kita ketahui, selain mediasi ada juga altérieenyelesaian
sengketa, sebagaimana yang tertera dalam pasak {18y Undang-undang
Nomor 30 Tahun 1999 “Alternatif penyelesaian setgkadalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melaggdur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilamgde cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian”aldielima cara tersebut
terdapat perbedaannya, yaitu:

a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketdatp diluar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjiartrasiel yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketssil Hakhir dari
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arbitrase adalah berupa putusan arbitrase, yattitsan yang dijatuhkan
oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter peronanga

b. Mediasi adalah penyelesaian sengketa oleh par& gdray bersengketa
dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yadgktimemihak dan
tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil hasiiralari mediasi
tersebut. Hasil akhir dari mediasi adalah berupszpakatan.

c. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian semgketrdasarkan
konsensus para pihak. Hasil akhir dari konsiliasialah berupa
kesepakatan.

d. Konsultasi adalah hubungan antara seorang kliengatenseorang
konsultan (ahli) dimana pihak konsultan akan merkbar pendapat
pribadinya sesuai dengan kemampuan dan pengalamakegada
kliennya dan kliennya tersebut tidak ada kewajilgmiuk mengikuti
opini yang ia terima, melainkan ia mempunyai o&wipenuh untuk
mengambil langkah yang menurutnya paling tepat.

e. Negosiasi adalah komunikasi untuk melakukan tawemawar
(bargaining guna mencapai titik kompromi.

f. Penilaian ahli adalah jasa tenaga ahli terhadagngidprofesional) yang
sedang di persengketakan dan ia haruslah indiperdden tidak
memihak. Penilai independen ini bersifat final daengikat semua
pihak, ia dapat melakukan pekerjaan investigasi d&dhirnya

memberikan putusan.

2.2.2 Sasaran Mediasi

Bagi pihak-pihak yang berseteru, menyelesaikan lstagmereka
dengan memperkarakannya di meja hijau dirasakaangubegitu efektif,
disamping memerlukan waktu yang cukup lama juga mgonkan biaya
yang cukup besar. Proses mediasi jauh lebih mueglamya, seperti halnya
apabila yang menjadi mediator adalah notaris yaamgamgkutan dalam akta
yang dibuatnya, maka kita hanya perlu membayarabjggmbuatan akta
notaris saja. Hasil mediasi tidak dapat diajukandbzy, karena sifatnya

adalah "perdamaian”, sedangkan proses litigasi tdajlakukan upaya
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banding dan kasasi, maka bagi pihak yang bersemglezigeluaran biaya

terus bertambah dan cenderung sulit di prediksi.

Menurut Christopher W. Moor, terdapat beberapaelkbhn
mekanisme mediasi bila dibandingkan dengan persieles sengketa
melalui lembaga pengadilan, yaifi:

a. Sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pieskaya bahwa
dengan menyelesaikan penyelesaian melalui altérmatinyelesaian
sengketa, akan mendapatkan penyelesaian yang belkhdari sistem
litigasi, karena dalam proses alternatif penyetesaengketa tidak ada
unsur pemaksaan.

b. Prosedur rahasia cgnfidentia). Prosedur alternatif penyelesaian
sengketa memberikan jaminan kerahasiaan bagi |fzela dengan porsi
yang sama.

c. Keputusamon-judicial karena kewenangan untuk membuat keputusan
ada pada pihak-pihak yang bersengketa, yang beibgk-pihak yang
teribat mampu meramalkan dan mengontrol hasilthagang
disengketakan.

d. Prosedur cepat, dimana prosedur alternatif pergieles sengketa
bersifat informal pihak-pihak yang terlibat mampuenmagosiasikan
syarat-syarat penggunaannya.

e. Fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesassalah, dimana
prosedur ini dapat menghindari kendala prosedursialdyang sangat
terbatas ruang lingkupnya.

f. Hemat waktu. Alternatif penyelesaian sengketa maniean kesempatan
yang lebih cepat untuk menyelesaikan sengketasipridalam bisnis
time is moneylan apabila terjadi penundaan penyelesaian sengkata
diperlukan biaya yang lebih mahal lagi.

g. Hemat biaya, karena dalam menyelesaikan sengketaaksn lama

penyelesaiannya akan semakin mahal biaya yangdikeluarkan.

18 Christopher W. MoorThe Mediation Process: Practical Strategis for Reisigy Conflict,
(San Fransisco: Jossey Bass Inc, 1986), hal. 33.
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h. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakakarena
keputusan yang diambil adalah keputusan yang dikiasapada
keterlibatan kesepakatan pihak-pihak yang bers¢agke

i. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasilnya.aCaenyelesaian
melalui alternatif penyelesaian sengketa lebih rhudsmperkirakan
keuntungan dan kerugian dibandingkan jika sengké&tasebut
diselesaikan melalui proses litigasi.

Mediasi sebenarnya cenderung tidak merusak hubuagiara para
pihak, karena mereka dapat melanjutkan hubunggatada rasa dendam.
Perkara yang disidangkan di pengadilan akan diketslecara umum,
sedang keuntungan penyelesaian melalui mediasi palkan kerahasiaan
bersama karena sebagian orang atau perusahaanntyiialkesalahan yang
diperbuat itu di expose, apalagi penawaran untukyglesaian suatu
sengketa dianggap sebagai jatuhnya harga diriinSéla suatu perkara bila
diselesaikan diluar pengadilan melalui seorang atedimaka rasa keadilan
akan lebih tersentuh dibandingkan dengan metodedeeainnya, karena
keadilan sangat erat hubungannya dengan rasa lkepuasa kepuasan akan
dicapai melalui suatu proses tawar-menawar antaa pihak untuk
mencapai suatu kesepakatan.

Eugen Ehrlich membedakan prinsip "keadilan yangtist dan
"keadilan yang dinamis*® Keadilan yang statis cenderung mengkokohkan
kondisi yang ada dalam masyarakat, sedangkan keagéng dinamis
merupakan kekuatan pendorong yakni cita-cita kauchvidualis dan
kolektivis.

Simbol dari "Dewi Keadilan” adalah seorang wanitaatanya
ditutup dengan seutas kain, memegang sebilah pedirgy sebuah
timbangan. Mata tertutup menandakan sebuah keatidiak memihak,
semua pihak sama dihadapan hukuequglity before the law Sebilah
pedang adalah bahwa hukuman dapat diberlakukanforceablg

terhadap setiap bentuk kesalahan. Timbangan adalalran untuk

19 Astim RiyantoFilsafat Hukum (Bandung: Yapemdo, 2003), hal. 93.
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menimbang antara kesalahan yang dilakukan dengkonfan yang akan
dijatuhkan justice.?

Dalam suatu sengketa di pengadilan (litigasi) sab®/a penggugat
akan mengharapkan keputusan yang seadil-adilnyawyaBa diantara
penggugat akhirnya menelan kekecewaan karena apg gdnarapkan
tidak dapat memberikan suatu keuntungan lebih ddapyang mereka
dapatkan. Padahal ada yang perlu dipahami, suaiisgru hakim hanyalah
jalan keluar atau solusi yang maksimal dari suattkagra. Jalan keluar
maksimal tersebut bukanlah suatu keadilan yangtbenamberikan semua
apa yang diminta, barangkali hanya sebagian, batidak sama sekali. Para
hakim bukanlah saksi dari kejadian nyata dari syeistiva dan mereka
juga tidak hadir dalam pembicaraan-pembicaraan yaabgvan dengan
peristiwa itu. Mereka hanya mendapatkan gambaramr&konstruksi suatu
peristiwa hanya dalam persidangan tetapi tidak nspsma seperti
kenyataan pada peristiwa sesungguhnya. Oleh katangkemungkinan
adanya kesalahan atau kealpaan dapat terjadi tgrlsmtiap putusan hakim
di pengadilan. Dengan demikian sangatlah bijaksgpebila pihak-pihak
yang berperkara lebih mengutamakan jalan penyalessecara damai di
dalam maupun di luar pengadilan. Jikapun haruslediai&kan melalui
tindakan hukum melalui proses acara persidanggemgadilan hendaknya
hal tersebut ditempatkan sebagai pilihan akhir.

Bila kita amati, pada dasarnya seorang mediataydiah sebagai
"penengah” yang membantu para pihak untuk merunmuskarbagai
penyelesaian sengketa yang dihadapinya secarantgegaa menghasilkan
kesepakatan. Tentu saja pilihan penyelesaian stagke harus dapat
diterima dan juga dapat memuaskan kedua belah p#atrang mediator
juga mempunyai peran dalam memahami pandangan grasieing para
pihak, mempermudah pertukaran informasi, mendomisgusi mengenai
perbedaan-perbedaan persepsi, penafsiran dan ke@enterhadap situasi
dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mediada membantu para
pihak  memprioritaskan  persoalan-persoalan dan ikkeratkan

2 yYudha PandwKlien dan Penasehat Hukum Dalam Perspetif Masa, Kifbgyakarta:
Pustaka Nasional, 2001), hal. 67.
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pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umuthatdeakan sering
bertemu dengan para pihak secara pribadi. Sebaggawinformasi antara
para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyd&rnmasi mengenai
sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkarppeata dan akan mampu
menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi temy@usuatu perjanjian
atau kesepakatdn.Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan sgoran
mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepemtingang saling
berbeda tersebut dan dapat memahami emosional kexlah pihak agar
mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagagkal tolak pemecahan
masalahnya.

Dengan demikian, seorang mediator tidak hanyangek sebagai
penengah belaka yang hanya bertindak sebagai peggera dan
pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membardta pihak untuk
mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga degemighasilkan
kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediagarharus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasg ynantinya
akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusurusidkan berbagai
pilihan penyelesaian masalah yang disengketakamud@n, mediator
ini pun juga akan membantu para pihak dalam merigeanasengketa
atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnyaatdapengemukakan

rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi pexgalezasalah.

2.2.3 Etika dan Teknik Mediator

Bartens menjelaskan, Etika berasal dari bahasa nyuaao ethos
dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaaat astiadat,
akhlak yang baik. Bentuk jamak daethos adalahta etha artinya adat
kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah aktiEtika yang dipakai
untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asall kata ini, maka

2 Garry Goodpastefinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam®esar-dasar
Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesidakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 16.
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Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilaku&tau ilmu tentang adat
kebiasaar?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Dapart
Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalzaretti, yaitu:

a. llmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk datang hak dan
kewajiban moral (akhlak);

b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengaalgkhl

c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suationgan atau
masyarakat.

Pengertian etika juga dikemukakan oleh Sumaryorenurut beliau
etika berasal dari istilah bahasa Yunatihosyang mempunyai arti adat
istiadat atau kebiasaan yang bark.

Kata etika memiliki banyak pengertian, bahkan dagi etimologi,
etika berasal dari bahasa Latin, yang disebut demfdhicus dan dalam
bahasa Yunani disebut dendatihicosyang secara umum diartikan sebagai
kebiasaan. Pengertian ini lambat laun berubah dé@wmkuselanjutnya yang
disebut dengan etika adalah suatu ilmu yang mem#dkea masalah
perbuatan atau tingkah laku manusia tentang man@ gapat dinilai baik
dan yang dapat dinilai tidak baik.

Menurut Susanti Adi Nugroho, dalam suatu mediabealp yang
berseteru harus percaya bahwa mediator mempunghli&e khusus dan ia
menggunakan sebuah sistem yang terbukti beken lefpentingan kedua
belah pihak yang terlibat dalam negosiasi, diang@aseorang mediator
harus berperan aktif dan menguasatening, emphaty, verbasampai

dengandrafting skill®

Untuk itu ada beberapa hal yang penting yangsharu
dimiliki oleh seorang mediator, antara l&fh:
a. Bersifat netral

b. Mengerti dan menguasai topik negosiasi dan kotdlikebut

2 RoesnatitiDiktat Kuliah Kode Etikhal. 14.

*%|bid., hal. 15.

24 Sudarsonokamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal, 119.

% Susanti Adi NugrohoQp.Cit, hal. 87.

% Roger Fisher & William UryMencapai Ya, Merunding Kesepakatan Tanpa Harus
Menyerah, (Jakarta: Pustaka Tangga, 1993), hal. 87.
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c. Mempunyai pengalaman positif dalam melakukan mediastuk
masalah yang sama

d. Menggunakan metode yang terbukti berhasil

Keterampilan untuk menemukan pilihan-pilihan  aléeif
penyelesaian sengketa merupakan salah satu kekggagrpaling berguna
bagi seorang penengah. Mediator tidak mempunyai enang membuat
penilaian atau putusan siapa yang benar dan siapg yalah, mediator
dihadirkan karena keterampilan yang mereka milikiuk mempermudah
munculnya sebuah solusi.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang niedéaalah:

a. Bagaimana sengketa tersebut terjadi

b. Isu-isu apa yang ingin dipecahkan

c. Kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yéersengketa
d. Penyelesaian yang diinginkan para pihak

Mediasi dapat berfungsi dengan baik bilamana s$eseagan

beberapa syarat berikut ifi:

a. Para pthak mempunyai kekuatan tawar-menawar yavansiang

b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungaash aepan

c. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk penyelesaia

d. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsiama dan
mendalam

e. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, Kapgan-kepentingan
pelaku lainnya, seperti para pengacara tidak akaanjamin

diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi

Apabila proses mediasi sudah berlangsung, mediatars berfungsi
sebagai wasit dengan tetap menjaga netralitas idak boleh terbawa
didalam emosi salah satu pihak dan selalu menjaggaknanan suasana.
Beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman olelarsge mediator

adalah?®

?’ Rachmadi UsmarQp.Cit.,hal. 17.
?8|bid., hal. 24.
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a. Setiap pihak memahami pokok persoalan yang membaer@ka ke
dalam sengketa

b. Tiap pihak mengakui apa yang dituntut oleh pihakala

c. Mediator menekankan pentingnya memusatkan diri gakia, bukan
emosi

d. Mediator berempati secara adil kepada kedua betatk pla juga turut
"merasakan penderitaan mereka”

e. Kedua belah pihak berbesar hati bahwa proses mediedang
berlangsung dan mereka sangat berharap bahwa psaig akan
tercapai.

Christopher W. Moore membedakan 3 (tiga) tipe mued) yaitu
mediator hubungan sosial sgcial network mediatoys mediator
otoratif (authoritative mediatons dan mediator mandiri idependent
mediators.?®

Tipe pertama, mediator berperan dalam sebuah sengitas dasar
adanya hubungan sosial antara mediator dengan pdrak yang
bersengketa yakni orang-orang yang oleh para pgilak dikenal baik dan
dapat dipercaya oleh para pihak yang bertikai. stedidalam tipologi ini
bagian sebuah jalinan atau hubungan sosial yang ada tengah
berlangsung. Seseorang yang membantu menyelessekaketa, misalkan
antara 2 (dua) tetangganya, rekan sekerjanya, tersamanya atau antara
kerabatnya digolongkan dalam tipologi pertama iBegitu pula, jika
seorang tokoh masyarakat atau agama yang dikesefalpithak-pihak yang
bertikai membantu menyelesaikan sengketa yangdtedgpat digolongkan
ke dalam mediator hubungan sosial. Esensinya adajadiya untuk
mempertahankan keserasian atau hubungan baik daboah komunitas
karena mediator dan para pihak menjadi bagian alialg.

Tipe kedua, mediator berusaha membantu pihak-pilyakg
bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbddadara mereka dan

memiliki posisi kuat atau berpengaruh, sehinggaekememiliki potensi

9 Susanti Adi NugrohoQp.Cit., hal. 26.
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atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir sibuah proses mediasi.
Akan tetapi, seorang mediator otoratif selama nienkan perannya tidak
menggunakan kewenangan atau pengaruhnya. Hal dasaikan pada
keyakinan atau pandangannya, bahwa pemecahan gabgjkt terhadap
sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya gelgikhak yang
berpengaruh atau berwenang, melainkan harus diaasileh upaya-upaya
pihak-pihak yang bersengketa sendiri. Namun, da@nasi-situasi tertentu,
mediator otoratif mungkin akan memberikan batasa#adan kepada para
pihak dalam upaya mereka mencari pemecahan mas8kelain itu,
mediator otoratif mungkin juga memberikan semacanaman kepada para
pihak, bahwa jika para pihak sendiri tidak dapatncaei pemecahan
masalah melalui pendekatan kolaboratif atau kodperaaka mediator
otoratiflah yang akhirnya membuat keputusan untekyplesaian yang
harus diterima oleh para pihak. Mediator tipe iapat dibedakan lagi atas
mediator benevolent (benevolent mediators), mediat@minitratif
manajerial (adminitrative /managerial mediators)edmator vested interest
(vested interest mediators).
Mediatorbenevolentnempunyai ciri-ciri:
a. Dapat atau tidak memiliki hubungan dengan parakpiha
b. Mencari penyelesaian terbaik bagi para pihak
c. Tidak berpihak dalam hal hasil substantif
d. Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu
pemantauan dan implementasi kesepakatan
Mediator administratif /manajerial mempunyai @ik
a. Memiliki hubungan otoratif dengan para pihak setreldan
sesudah sengketa berakhir
b. Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama-sangad
para pihak dalam ruang lingkup ukuran mandat atau
kewenangannya
c. Berwenang untuk memberi nasehat, saran dan jika piak
tidak berhasil mencapai kesepatan, ia juga berwgnan

memutuskan
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d. Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu

pemantauan dan implementasi kesepakatan
Mediatorvested interesnempunyai ciri-ciri:

a. Memiliki hubungan dengan para pihak atau diharapkamiliki
hubungan masa depan dengan para pihak

b. Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir

c. Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepemtinga
mediator atau kepentingan pihak yang disukai

d. Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu
pemantauan dan implementasi kesepakatan

e. Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar parak pih

mencapai kesepakatan

Tipe ketiga, mediator mandiri adalah mediator yamenjaga jarak
antara pihak maupun dengan persoalan yang tendedapi oleh para
pihak. Mediator tipe ini lebih banyak ditemukan atal masyarakat atau
budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandii@nmenghasilkan
mediator-mediator profesional. Anggota-anggota rdataasyarakat seperti
ini cenderung lebih menyukai permintaan bantuaraééegorang luar” yang
tidak memiliki hubungan sosial sebelumnya dengarrekae dan tidak
memiliki kepentingan pribadi tertentu dengan paraalp atau terhadap
masalah yang timbul. Anggota-anggota masyarakdeiin mengandalkan
para profesional spesialis dalam menyelesaikan gealahan yang mereka
hadapi. Keadaan ini dapat dilihat atau dibuktikamghn telah lahir dan
berkembangnya profesi mediator seperti halnya prgengacara, akuntansi
dan dokter. Model mediasi ini dipraktekkan ataukberbang di Amerika
Utara. Di Amerika Serikat sendiri telah berdiri kamkantor profesional
mediator, misalnya CDR di Boulder, the Institute oEnvironmental
Mediation di Seattle.

Harus diakui bahwa seorang mediator harus mempusagai
pengalaman dan latar belakang, terutama bagi yeaeng menjalani suatu

profesi yang terkait, khusus dalam bidang hukumpalkologi.
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Garry Goodpaster membagi pelaksanaan mediasi atlarfigsung
menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu:
1. Tahapan Pertama: Menciptakan Forum
Dalam tahap pertama ini, kegiatan-kegiatan yangkdkan mediator
antara lain:
Mengadakan pertemuan bersama

. Pernyataan pembukaan mediator

a.
b
c. Menetapkan aturan dasar perundingan dan membinplairagpihak
d. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantaibak

e. Penyataan-pernyataan para pihak

f. Para pihak mengadakan atau melakuk@aringdengan mediator

Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan Kklasifika

Q@

informasi
h. Menciptakan interaksi model dan disiplin
2. Tahap Kedua: Pengumpulan dan Pembagian In§brma
Dalam tahap ini mediator akan mengadakan pertermpagemuan
secara terpisah atau dinamakan derggartus-causugerpisah guna:
a. Mengembangkan informasi lanjutan
b. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keangiatau
kepentingan para pihak
Membantu para pihak dalam menaksir dan menilaiiémgan
d. Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyeslasa
masalah
3. Tahap Ketiga: Penyelesaian Masalah
Dalam tahap ketiga ini mediator dapat mengadalkatemuan bersama
atau caucus-caucusterpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari
pertemuan sebelumnya, dengan maksud untuk:
a. Menyusun dan menetapkan agenda
b. Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah
c. Meningkatkan kerja sama
d. Meningkatkan identifikasi dan klarifikasi masalah

% Rachmadi UsmarQp.Cit.,hal. 104.
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e. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah

f.  Membantu melakukan pilihan penafsiran

g. Membantu para pihak dalam menafsir, menilai dan m&n
prioritas kepentingan-kepentingan mereka

4. Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-teegigang harus

dilakukan:

a. Mengadakarraucus-caucudan pertemuan-pertemuan bersama

b. Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membpata pihak
mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah

c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaabepkan

d. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian

e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposajglesaian
masalah dengan pilihan diluar perjanjian

f. Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilk
pemecahan masalah

g. Memikirkan formula pemecahan masalah yamg-win solution

h. Membantu para pihak melakukan mufakat dengan penkib@sa
mereka

i. Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian

Setelah para pihak tersebut mencapai kesepakatareka harus
menulis sebuah kesepakatan final dan menandatarygarsiehingga hal
tersebut akan dapat dibawa ke pengadilan jika #&anyermasalah.
Mediator tidak boleh hanya mewakili satu pihak s&arena hal ini
dapat membuat mediator rentan terhadap tuntutantam konflik
kepentingan. Gambaran mengenai mediasi ini mungkiak begitu
jelas, tapi lihatlah apa yang dapat dicapai mediaaomemulai dengan
orang-orang Yyang menghadapaleadlock (jalan buntu) dalam
perselisihan, dimana kedua belah pihak bahkan tigak berbicara satu
sama lain. Dari posisi tanpa harapan yang sepeifi mediator

melakukan hal-hal berikut ini:
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Membuat mereka berbicara satu sama lain

b. Membuat mereka setuju untuk berkompromi

c. Memperbolehkan mereka melampiaskan rasa permusiataimn
kemarahan dalam lingkungan yang terkontrol

d. Membuat mereka lebih terpusat pada isunya daripagaibadian
dan emosi

e. Membuat mereka percaya akan kemampuan mediatork untu
mengarahkan mereka ke sebuah penyelesaian

f. Meyakinkan mereka bahwa proses mediasi mempuntyalaar akan
berhasil

g. Membuat mereka terfokus pada kepentingan yang gsalin
menguntungkan daripada terfokus pada posisi mergiag
bertentangan

h. Menyuruh mereka membuat tawaran penyelesaian awal

i. Membuat para pihak percaya bahwa pihak lawan akamatuhi
kesepakatan yang dicapai

2.3 Tinjauan Terhadap Perjanjian Pinjam-meminjam
2.3.1 Pengertian Perjanjian pinjam-meminjam

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pyaaig satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlaleriéut barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syaratabaiivak yang
terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang salaa macam dan
keadaan yang sama pula, sebagaimana terdapat @daat 1754 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

Jika dilihat dari macam-macam benda berdasarkarbis ha
pemakaiannya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) magaitu benda yang
menghabis karena pemakaian dan benda yang tidalghaleis karena
pemakaian. Hal inilah yang membedakan antara pingakai dengan
pinjam-meminjam. Kalau barang yang dipinjamkan ritenghabis karena
pemakaian, maka itu adalah pinjam-meminjam, sarimyaaengan pinjam-

meminjam uang. Peminjaman uang itu sama dengarg-piatang uang,
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karena uang termasuk kedalam barang yang mengkaft@ea pemakaian.
Lain halnya apabila barang yang dipinjamkan itwakianenghabis karena
pemakaian, maka itu adalah pinjam pakai.

Dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabenkapemakaian
termasuk kedalam pinjam pakai, yaitu apabila bargagg menghabis
karena pemakaian tersebut hanya dipakai sebagaangza) atau
dipamerkar?* Selain itu, perbedaannya adalah dalam pinjam pakai ada
peralihan hak milik (Pasal 1740 Kitab Undang-unda&hgkum Perdata).
Dalam pinjam-meminjam, hak milik beralih kepadagtiiainnya dengan
janji pihak lain akan menggantikannya. Berdasarka&njanjian pinjam-
meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi plendiari barang
yang dipinjam karena si peminjam diberikan kekuasaantuk
menghabiskan (memusnahkan) barang pinjamannya,jikianbarang itu
musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahiémradalah atas
tanggungan/resikonya si peminjam, hal itu terdagaata Pasal 1755 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjaatierkanya
hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkaland perjanjian. Jika
sebelum saat pelunasan terjadi karena kenaikan kaunduran harga
(nilai) berlakunya mata uang, maka pengembalianlgbnyang dipinjam
harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku paaktuwpelunasan,
dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku padat itu (Pasal 1756
Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikiaka untuk
menetapkan jumlah uang yang terutang, kita hargsabgkal pada jumlah

yang disebutkan dalam perjanjian.

2.3.2 Kewajiban yang Meminjamkan dan Peminjam
a. Kewajiban yang meminjamkan
Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembal

apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnyatwsgkng

3L R. SubektiAneka Perjanjian(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 125
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ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 Kitab Ugdandang
Hukum Perdata).

Jika tidak ditetapkan waktu, Hakim berkuasa, dpaivang
yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya,
menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaraad&egi
peminjam (Pasal 1760 Kitab Undang-undang Hukum &a)d
Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh Hakimkan
dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminja
untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan tareggal
dilakukannya pembayaran itu. Penghukuman membayage
moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut tidak mulai
dimasukkannya surat gugur. Kalau orang yang memiga,
sebelum menggugat di muka Hakim, sudah memberikaktuv
secukupnya kepada si peminjam, maka tidak padaateryg lagi
kalau Hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika
perjanjian pinjam-meminjam uang itu dibuat dengkia atentik
(notaris), maka jika itu diminta oleh penggugat,kifa harus
menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih damelskipun
ada permohonan banding atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa apabilatuvgja ini
diserahkan kepada yang meminjam menurut kemampaanny
maka Hakim dapat menentukan waktunya pengembaéagash
mengingat keadaan (Pasal 1761 Kitab Undang-undangird
Perdata).

Penilaian tentang bagaimana si peminjam mampu,
selainnya sengat subjektif, adalah sangat sukarlanba
menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkaatu
tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadapu s

perjanjian yang tidak mencantumkan suatu wakteméut
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b. Kewajiban peminjam

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan
mengembalikan sesuatu pinjaman dalam jumlah dawlakea
yang sama pada waktu yang telah ditentukan (PagéB 1
Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan jika tidak
ditetapkan waktu, Hakim berkuasa memberikan kelaray
kepada si peminjam (Pasal 1760 Kitab Undang-undduigim
Perdata).

Dilihat dari segi waktu dapat dibedakan yaitu wakang
ditentukan dan waktu yang tidak ditentukan. Apafaidalam
perjanjian dicantumkan mengenai waktu yang diteartutalam
hal pengembaliannya, maka si peminjam harus tepktuv
mengembalikan barang yang dipinjamnya tersebuasesmgan
waktu yang disepakati. Tetapi jika di dalam peigmjtidak
dicantumkan mengenai waktu pengembaliannya, maka si
peminjam harus siap kapan saja untuk mengembalykabiia
pihak yang meminjamkan tersebut membutuhkannya.

Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang
yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama
maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjandglam
hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dirbarengnya
menurut perjanjian harus dikembalikan. Jika wakdm dempat
ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga abar pada
waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjaduaempat
dimana barang itu telah diterima oleh peminjam #Pds64
Kitab Undang-undang Hukum Perdat).

2.3.3 Meminjamkan dengan Bunga
Pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menyatakan bahwa diperbolehkannya memperjanjikamgdouatas
peminjaman uang atau lain barang yang habis kaemakaian.

%2 |pid., hal. 128.

Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Ayuningtyas Hatta Poetri, FH Ul, 2011.



44

Pasal 1766 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
berbunyi: "Siapa yang telah menerima pinjaman dambayar
bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak bolefenemtutnya
kembali maupun menguranginya dari jumlah pokokukécapabila
bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut ugdarang,
dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihoyehkdituntut
kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayabunga
yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan si bengauntuk
membayar seterusnya, tetapi bunga yang telah dipign harus
dibayar sampai saat pengembalian atau penitipag pakoknya,
biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukatelah lewat
waktu utangnya dapat ditagih. Menurut pasal inindau yang
terlanjur dibayar meskipun tidak ada perjanjiartdeg bunga, dapat
diminta kembali sekedar melebihi "ounga menurutamydundang”
yaitu 6% (enam persen) setahun.

Menurut Pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Rarda
bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam terdiri d@nmga menurut
undang-undang dan bunga yang diperjanjikan.

Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang
diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undamgdang,
asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, danrbgsabunga
adalah menurut Staatsblad (Lembaran Negara) taBd48 MNo. 22
yaitu sebesar 6%. Bunga ini dinamakan "bunga motatau bunga
kelalaian, yaitu bunga yang harus dibayar karenhitute lalai
membayar utangnya.

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjarjiamns
ditetapkan secara tertulis.

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikargh
dengan tidak menetapkan berapa besarnya, maka reripa
pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undartznog
(Pasal 1768 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

% Ibid., hal. 128.
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Pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menjelaskan bahwa apabila seorang kreditur mendreriianda
pembayaran yang sah tentang telah dibayarnya uasigkp
dianggap bahwa bunga-bunga yang terutang juga siidapar. Jika
sebenarnya tidak demikian, itu menjadi beban bagditur untuk

membuktikannya.

2.4 Analisa Peranan Notaris sebagai Mediator dalam Madah Wanprestasi

Perjanjian Pinjam-meminjam Tanpa Jaminan Ditinjau dari Undang-

undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris IkatanNotaris Indonesia

2.4.1 Peranan Notaris sebagai Mediator dalam Menjalankan

Jabatannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tafun
2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumalyazbproses

mediasi adalah salah satu bentuk alternatif pesg@e sengketa yang

bersifat konsensukdoperatif/ kerjasama). Pilihan penyelesaian sengketa

dalam bentuk mediasi di dalam perkembangan duniaurhusemakin

mendapat perhatian dan banyak diminati dengan apaealasan yang

melatarbelakangi kemunculannya, seperti:

a.

Perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang fleligibel, cepat
dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bgketa

Masyarakat perlu mendapatkan akses untuk mewujuddeadilan.

Kadang permasalahan tertentu tidak sesuai dengankbpenyelesaian
yang satu, tetapi akan cocok dengan bentuk perayategang lain, dan
para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaiargke¢éa yang
terbaik dan sesuai dengan sengketa yang diperdakgke

Menurut Joni Emirzon mediasi adalah upaya penyeessengketa

dengan kesepakatan bersama melalui mediator yarsikdge netral, dan

tidak membuat keputusan bagi para pihak tetapihldd@rperan sebagai

fasilitator demi terlaksananya dialog antara paitaalp dengan suasana
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keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untukapainya mufakat
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rmasdiadalah proses
pemecahan masalah melalui perundingan yang dipaletiumediator yang
tidak memihakimpartial) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang
diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa gunagailemri perkara.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01
Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilamungkinkan untuk
menggunakan mediator dari luar pengadilan jika pafhak yang
bersengketa tidak sepakat terhadap mediator yaagjuk oleh Pengadilan.
Prinsipnya adalah bahwa mediator haruslah orang ggercaya, bersikap
netral dan memiliki keahlian dibidang yang dipegietakan dan atau
memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang hukuemirggga profesi-
profesi hukum memungkinkan untuk menjalankan fungsdiator jika
dibutuhkan. Profesi-profesi dibidang hukum antaaé Iseperti hakim,
advokat (pengacara), notaris, konsultan hukum, madimator hukum
maupun dosen hukum yang menunjukkan kesemuanya mokare latar
belakang pendidikan hukum, disamping pengetahuarkei@rampilan yang
menunjang profesi masing-masing.

Dari orientasi pelayanan jasanya, profesiunukdapat dibedakan
antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayabisnis dengan
profesi hukum yang bergerak di bidang pelayananmmirofesi hukum
yang melayani kegiatan bisnis biasanya menjalatigasnya berdasarkan
hubungan komersial dengan kliennya dan menerimalanbjasa menurut
standar bisnis yang berlaku, seperti para konstitskkum dalam melitigasi
kliennya, sedangkan profesi hukum di bidang pelagaomum imbalan
yang diterimanya sifatnya hanya merupakan biayeenpekn atau biaya
administrasi, seperti misalnya notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewgaa dalam
membuat akta otentik, kecuali apabila terdapat ngdmdang lain yang
juga menunjuk pejabat lain atau terhadap perbudtakum tertentu
dikecualikan atau dikhususkan kepada pejabat lelairs notaris, maka

34 Joni EmirzonQp.Cit, hal. 61.
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harus dapat diterima bahwa selama tidak adanyanpé@n itu, hanya
notaris yang berwenang untuk membuat akta oteidtkini terdapat dalam
pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentabgtgn notaris
(UUJN) disebutkan bahwa notaris adalah pejabat urgang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnghagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini. Kedudukan notseisagai pejabat
umum merupakan salah satu organ negara yang mendapnat dari
negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenangndalagka memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dibkdgegdataan.
Selain menjalankan fungsi sebagaimana telah dketapoleh
peraturan perundang-undangan, notaris juga mekgesuatu fungsi sosial
hingga meliputi bidang pekerjaan yang tidak divsaiklalam pasal 1 diatas,
misalnya dalam memberikan penyuluhan / nasihat inukepada para pihak
dalam pembuatan akta, atau memediasi para pihak lyarsengketa yang
merupakan kliennya dalam pembuatan akta terselankaBan dengan hal
ini dapat dikemukakan, yaitu sebagaimana yang ¢a#aan oleh Bagir
Manan pada ceramah Umum Menteri Kehakiman Repuidi@nesia Bapak
Oetojo Oesman, SH dalatdp Grading-Refreshing Cours8lotaris Se-
Indonesia di Bandung tanggal 29 April 1995 mengeakak bahwa®”

"Notaris dalam menjalankan jabatannya berfungsi b®ertu terbentuknya
hukum perjanjian antara para pihak. Selain itu m®t@dapat pula berfungsi
sebagai penyuluh hukum yang dapat membantu programyuluhan

hukum, karena notaris tidak hanya sekedar membacaki@ saja kepada
para penghadap sebagai pemenuhan dari formalitag gdentukan oleh
undang-undang, tetapi tentunya juga disertai pasgel-penjelasan yuridis
tentang segala sesuatu yang berkaitan denganahtedyouat.”

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negarasts@ejabat-
pejabat umum lainnya dalam rangka memberikan petayanasyarakat,

sudah semestinya notaris memiliki tugas dan kewgaragang diatur dalam

sebuah regulasi khusus. Untuk tugas dan kewenaagagbut sistem hukum

*Nico, “Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat unium
http://www.klevze.net/search?query=Up-+grading+Refieg+Course++lkatan+Notaris
?id=kQyF14l/ALEC&pg=PA165&Ipg=PA165&dg=Upgrading+Reshing+Course+Notaris&sou
rc =Upgrading%20Refreshing%20Course%20Notatisnduh 04 Desember 2010.
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Indonesia mengaturnya dalam UUJN, khususnya dalasalpl5 UUJN

ditetapkan bahwa seorang notaris memiliki kewenarsgdagai berikut:

a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenauaeperbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrara perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bemnkiegan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinankdépan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk jidg ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oramgylang ditetapkan
oleh undang-undang.

b. Notaris berwenang pula :

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan keptsiggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengandafiam dalam
buku khusus;

- Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangarupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digd@mbatalam surat
yang bersangkutan;

- Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengaat aslinya,;

- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengaibypetien akta;

- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; at

- Membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada gydarflayat (2),
notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalaenaturan
perundang-undangan.

Dari pasal tersebut tergambar bahwa pada dasantiydairi tugas notaris

adalah mengatur secara tertulis dan otentik memgesduatan hukum

antara dua pihak atau lebih yang sepakat memissaki@pada notaris.
Tugas notaris yang dibebankan oleh masyarakat ldndaraktek

lebih luas dari yang dibebankan oleh undang-und&hgsusnya dalam

menjalankan fungsi sosial yaitu notaris melaksanakakerjaan yang

dikehendaki oleh masyarakat umum seperti membenkaiat hukum dan
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memberikan masukan dalam pembentukan hukum.

Keikutsertaan notaris dalam pembentukan hukum s$apegating
untuk disadari, mengingat notaris memang sangat péranannya sebagai
pejabat umum yang berwenang membuat akta otentitarld memang
tidak dibebani untuk menyelidiki kebenaran matedalri setiap akta yang
dibuatnya, ia hanya bertugas mencatat apa yangndikekan kepadanya.
Walaupun demikian, notaris wajib mencatat denghm gen kritis, bahkan
wajib menolak untuk membuat akta, apabila tindajkang dilakukan oleh
kliennya itu melanggar hukum, merugikan negara etlyat banyak.

Dalam praktek di masyarakat, eksistensi notariardgiembentukan
hukum tercermin dari partisipasi notaris sebagadiaier dalam berbagai
perselisihan antar pihak selama para pihaknya @wpakan kliennya dalam
urusan keperdataan. Meski tugas utama notaris fadaembuat atau
mencatatkan kejadian secara otentik, keikutsertparan notaris lebih dari
yang diatur didalam undang-undang khususnya sebagdliator dalam
perbedaan pandangan terhadap sesuatu dalam hublmigam antar dua
kliennya menjadi sangat memungkinkan. Bagi pihakgyenembuat suatu
perjanjian dihadapan notaris, apabila terjadi suainflik atau sengketa
yang berhubungan dengan akta tersebut, maka bmsaagg pertama yang
diminta nasihat adalah notaris yang bersangkutaimkdn bila perlu notaris
mengadakarkaukusingyaitu pertemuan antara notaris itu sendiri dalam
perannya sebagai mediator dengan salah satu pi#tmga tdi hadiri oleh
pihak lainnya. Sebagai contoh sengketa yang tegjaidira Dra. Ny. Hj. SS
dan Ny. MA yang dituangkan dalam akta perjanjianjgm-meminjam
tanpa jaminan tertanggal 07 Februari 2007 dibudtadiapan Notaris EW,
SH. Pada kondisi seperti ini memungkinkan notamdsgy bersangkutan
untuk menjalankan fungsi mediator bagi kliennyagyaarsengketa tersebut.

Meski tidak diatur dalam undang-undang secara khusatang
peran notaris sebagai mediator, namun hal ini jugeanlah sesuatu yang

melanggar aturan, seperti yang terdapat dalam:
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- Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN menyatakan: notbesvenang pula
memberikan penyuluhan hukumsehubungan dengan pembuatan akta.

- Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyatakan: Berkindgur, seksama,
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam
perbuatan hukum.

- Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menyatak&femberikan pelayanan
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang miakeda alasan untuk
menolaknya.

- Pasal 3 ayat (6) Kode Etik Notaris menyatakan: Mémgakan pengabdian
kepada kepentingan masyarakat dan negara.

- Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris menyatakan: Memkbn jasa
pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya unagyanakat yang tidak
mampu tanpa memungut honorarium.

- Selain itu, dalam teks pidato sambutan Presiderulitéplndonesia pada
peresmian pembukaan Kongres XV Ikatan Notaris led@npada tanggal
4 Nopember 1993 di Istana Negara mengemukakan bi&hwa

"Kita semua berharap agar para notaris tidak sekedancatat dan
melegalisir perbuatan hukum dari pihak-pihak yaegsangkutan. Apabila
masih ada beda pendapat diantara para pihak-piaag persangkutan,
maka para notaris diharapkasecara aktif membantu mencarikan

pemecahan yang adil dan benar, yang dapat diterimaemua pihak

Untuk itu jelas sekali bahwa para notaris harus ii@mntegritas dan
modal pribadi yang tinggi”.

Dari pernyataan tersebut diatas, sangat jelas maémbesuatu isyarat
bahwa notaris dapat dijadikan sebagai salah séihapisebagai mediator
dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan {&lag diberikan suatu
amanah untuk membantu masyarakat guna menyelespi&@engketaan
atau konflik yang terjadi di tengah-tengah pergautaasyarakat mengenai
segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yanatayiau

Seiring dengan berjalannya proses reformasi sisherkum di
Indonesia, khususnya dibidaddternative Dispute ResolutiofADR) atau

% Nico, “Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat urfium
http://www.klevze.net/search?query=kQyF14ljALEC&R¥E165&Ipg=PA165&dq
Kongres+Notaris&sourc=%20Kongres%20Notadginduh 04 Desember 2010.
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), proses glesgian sengketa
khususnya perdata tidak selalu harus diselesaikatalum jalur litigasi
secara formal di lembaga peradilan, namun dapaaindidrahkan kepada
penyelesaian jalur alternatif penyelesaian sengkei@ ini didasarkan
dengan disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahur® l1Bfitang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaegyebutkan bahwa
mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dapeitutan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atanilpmn ahli seperti yang
tertera dalam pasal 1 ayat (10) Undang-undang NoBGoiTahun 1999
“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembagayqlesaian sengketa
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakasi pihak, yakni
penyelesaian diluar pengadilan dengan cara komssuttagosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dikmkam
dilakukan oleh siapapun dan kapanpun selama pridagar Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) yang terdapat dalamargnghdang
Nomor 30 tahun 1999 telah terpenuhi. Prinsip dasalakukan mediasi
dalam konteks penyelesaian sengketa alternatitdidan pada kesepakatan
para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 10)itttad baik (pasal 6
angka 1) yang terdapat dalam Undang-undang Nomoi&tun 1999.
Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan dari pasasgqlaersebut:

- Pasal 1 (10) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 atakgn bahwa
alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaggefs=saian sengketa
atau beda pendapat melalui prosedur ydrsgpakati para pihak,
yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan carasWlitasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian. ahli

- Pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 atekgn bahwa
sengekta atau beda pendapat perdata dapat dikalessleh para
pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa ydidgsarkan pada
itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secarailitigas
Pengadilan Negeri.
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Proses mediasi merupakan salah satu cara dalamelpsain
masalah diluar pengadilan (jalur non litigasi) dalasistem alternatif
penyelesaian sengketa. Jika permasalahan dapatesdikan maka
penyelesaian sengketa tersebut dianggap selesaikelsepakatan dapat
didaftarkan di Pengadilan Negeri sehingga kesepaksdrsebut memiliki
kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yamgepakat’ Namun
dimungkinkan juga jika para pihak yang bersengke&nginginkan untuk
memilih tidak mendaftarkan di pengadilan, maka tajmintakan kepada
notaris untuk dibuatkan kembali akta otentik dasdpakatan tersebut.

Secara filosofis, proses mediasi adalah proses @ehéwvenangan
atau memberdayakan para pihak yang bersengket& umémyelesaikan
sengketa mereka sendiri secara mandiri denganlal@erseorang mediator
yang dapat membantu mengarahkan penyelesaian mabétski ia tidak
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan,ptepgran mediator
tetap signifikan terutama jika mediasi menemukasuki&an atau jalan buntu
dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu sgamadiator haruslah
seorang yang ahli dibidang permasalahan yang setiangdiasi.

Dalam undang-undang atau aturan hukum lainnya toismukan
syarat seseorang bisa menjadi mediator. Hanyaaseioaplisit dinyatakan
dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangtras® dan
alternatif penyelesaian sengketa, syarat seoramatoe hanyalah dewasa,
cakap dalam bidang hukum, ahli dibidangnya, daaktidhemihak atau
netral. Hal ini dapat ditarik dengan mengambil agaldari persyaratan
seorang arbiter yang ditetapkan oleh Undang-undabgrase (pasal 12)
bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagaiearbarus memenuhi
Syarat-syarat sebagai berikut:

a. Cakap melakukan tindakan hukum
b. Berumur paling rendah 35 tahun
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau msEmsampai

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak b&etan

37 peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 tahi828ntang prosedur mediasi di
pengadilan, Pasal 23 ayat (1)
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d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kep@atm lain atas
putusan arbitrase, dan

e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktiddngnya paling
sedikit 15 tahun.

Oleh karena itu persyaratan pengangkatan seoraitgrasapat juga
digunakan sebagai analogi sebuah kesamaan kondeg orenetapkan
persyaratan pengangkatan seorang mediator. DalateKsoproses mediasi
penyelesaian sengketa pinjam meminjam tanpa jamdengan notaris
sebagai mediatornya, maka persyaratan tersebut ngknkan untuk
diterapkan pada notaris jika akan melakukan prasesliasi terhadap
kliennya yang sedang bersengketa, hanya saja kafauis diperbolehkan
merangkap fungsinya sebagai mediator minimal beru2iutahun, sesuai
dengan pasal 3 huruf ¢ UUJN syarat untuk dapatgéietnmenjadi seorang
notaris.

Proses mediasi yang dilakukan seorang notaris aebagdiator
sangat mungkin dilakukan mengingat notaris tersedamgat memahami
permasalahan yang terjadi antara pihak yang bekstagang merupakan
kliennya. Keuntungan lainnya jika notaris berpesabagai mediator adalah
akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasal&heena notaris
memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, madisebabkan karena
notaris tersebut sebagai pembuat akta perjanjiara gahak yang
bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti datelks permasalahan
yang sedang terjadi.

Melihat peran yang dijalankan oleh notaris sebagediator bagi
kliennya yang bersengketa khususnya dalam kasugrestasi perjanjian
pinjam meminjam tanpa jaminan, notaris termasukalked tipe mediator
yang kedua yaitu mediator otoritatif. Hal ini diddsan pada kepentingan
mediator sebagai notaris untuk segera menyelespia@nasalahan sengketa
yang terjadi pada kliennya. Dalam menjalankan fumgssebagai mediator,
notaris memiliki pengaruh yang kuat untuk mempeulgar dan
mengarahkan hasil kesepakatan yang kemungkinan dieanbil meski

kewenangan sepenuhnya dalam mengambil keputusapaadapara pihak
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yang bersengketa. Untuk mempermudah pemahaman dakmganalisis
tipologi mediator ini terkait dengan peran nota@bagai mediator, berikut
disampaikan tabel identifikasi karakteristik medratseperti sebagai

berikut>8

. . Karakteristik
No Tipe Mediator

Mediator Notaris

Memiliki hubungan sosial v

1 |Tipel Kenal baik dengan pihak bersengketa

Dapat dipercaya

Dapat atau tidak memiliki hubungan
dengan para pihak

Mencari penyelesaian terbaik bagi pa
Mediator pihak

Tidak berpihak dalam hal hasil
substantif

Kemungkinan memiliki sumber daya
untuk membantu pemantauan dan v
implementasi kesepakatan
Memiliki hubungan otoratif dengan
para pihak sebelum dan sesudah v
sengketa berakhir
Tibe Mencari penyelesaian yang diupayakan

2 P _ bersama-sama dengan para pihak N
2 Mediator dalam ruang lingkup ukuran mandat
administratif @tau kewenangannya

o Berwenang untuk memberi nasehat,
/manajerial | saran dan jika para pihak tidak berhasil N
mencapai kesepatan, ia juga berwenang
memutuskan

Kemungkinan memiliki sumber daya
untuk membantu pemantauan dan v
implementasi kesepakatan
Mediator Memiliki hubungan dengan para pih

=

a

2 | 2] 2| 2 <2

benevolent

=

atau diharapkan memiliki hubungan v
vested masa depan dengan para pihak
interest Memiliki kepentingan yang kuat \

terhadap hasil akhir

38 susanti Adi NugrohoQp.Cit.,hal. 26.
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Mencari penyelesaian yang dapat
memenuhi kepentingan mediator atau X
kepentingan pihak yang disukai
Kemungkinan memiliki sumber daya
untuk membantu pemantauan dan v
implementasi kesepakatan
Kemungkinan dapat menggunakan

tekanan agar para pihak mencapai X

kesepakatan

Tidak mengenal dan tidak punya

hubungan sebelumnya dengan para v
Tipe 3 pihak seingketa_ |

Sebagai profesi professional X

Tidak punya kepentingan pribadi N

terhadap hasil

Berdasarkan tandeheck listdalam tabel identifikasi diatas terlihat
bahwa semua karakter tipe mediator hubungan soséatjatorbenevolent
mediator administratif /manajerial identik dengaardkter notaris jika
berperan sebagai mediator. Hal ini dikarenakanraesggesifik notaris dalam
perannya sebagai mediator tidak memiliki kepentingausus kecuali hanya
menyelesaikan sengketa antara kliennya.

Dewasa ini, peran notaris sebagai mediator khusubaygi kliennya
sangat diminati dan menjadi cara pemecahan alibmhaiar pengadilan
dalam kasus wanprestasi sehubungan mengenai akta diduat oleh
notaris yang bersangkutan. Adapun alasan-alasamy yaenjadi dasar
dipilihnya notaris sebagai mediator adalah karena:

a. Menguasai hukum dan peraturan

Secara latar belakang pendidikan, notaris telahdalami pendidikan
ilmu hukum semenjak di lingkungan strata satu (Sdmnpai dengan
strata dua (S2), ditambah lagi dengan pengalamlamaenasa praktek,
dan pertemuan-pertemuan organisasi maupun senNo#iris sebagai
seorang ahli hukum juga dituntut untuk memperdaleemgetahuan
hukum dan mengikuti segala perkembangan terhadamtupan

perundangan, sehingga dapat meningkatkan mutu gredayterhadap

masyarakat terutama terhadap pihak-pihak yang niekaerjasanya.
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b. Bersifat netral
Netral berarti tidak berpihak. Didalam sumpah jabatnotaris
sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) UUJN, notaijib weengucapkan
kata-kata "tidak berpihak” dalam melaksanakan togasHal ini berarti
seorang notaris tidak boleh berpihak dalam menjalanprofesinya,
artinya senantiasa harus menjaga keseimbangan datmmnjaga
kepentingan hukum para pihak, dan notaris dilaranglakukan
perbuatan yang sifathya "membela” tidak boleh mémakan
kepentingan salah satu pihak dari pada kepentingkam.

c. Mengetahui duduk persoalan terutama terhadap akiey yiperbuat
dihadapannya
Notaris sebelum melakukan pembuatan akta, terlelahulu harus
memahami dengan pasti tentang hal-hal yang diajpkaa penghadap
untuk kemudian dituangkan dalam suatu akta oteblikuk itu notaris
harus mendengar secara seksama atas apa yang irkesggmbkatan dari
para pihak, bila perlu diberikan suatu pandangam misehat-nasehat
hukum sehingga para pihak mengetahui dengan jelas dan
kewajibannya masing-masing agar pelaksanaan pressipat terpenuhi
tanpa menimbulkan persoalan. Tetapi apabila teppadselisihan atau
wanprestasi dikemudian hari, tentunya notaris mekap pilihan utama
sebagai mediator untuk menengahi perselisihan yarjgdi, karena
dianggap cukup mengetahui dan menguasai duduk gd@ansmnasalah
tersebut terutama dari sisi hukum. Sehubungan isaielah mengikuti
pembicaraan dari awal sebelum akta yang bersangkditauat dan
notaris dianggap sebagai orang yang objektif, nteldaersebut sangat
memungkinkan sekali notaris untuk tampil sebagaiater.

d. Dapat dipercaya
Pengertian dapat dipercaya mempunyai konotasi rijujlujur berarti
lurus hati, tidak curang, tulus, ikhlas. Dalam pasaayat (2) UUJN,
mengatur sumpah jabatan notaris: "Bahwa saya akanjatankan
jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, maddiri tidak

berpihak”. Yang dimaksud dengan “kejujuran” adal&lal yang
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berhubungan dengan pengertian tentang kebenarandit@napkan
menjauhi perbuatan-perbuatan yang curang dalanupesan perkara.
e. Hemat waktu
Sudah sangat jelas bahwa berperkara di Pengadilaratizdn
menghabiskan waktu karena prosesnya akan berteleti@in halnya
apabila diselesaikan dengan itikad baik denganmoadiasi, tentu hanya
memerlukan waktu yang sedikit dan biasanya menliaasivin-win
solution artinya tidak ada pihak yang kehilangan merakalalkan.
f. Biaya lebih murah
Seperti yang telah diuraikan, menjalani prosesig@ngan di pengadilan
selain memakan waktu yang lama, juga menghabisiea lyang besar.
Hal ini yang membuat para pihak yang bersengketakukan alternatif
penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Biaya yakejuarkan untuk
itu jauh lebih murah tetapi hasilnya cukup maksigehgan waktu yang
relatif singkat, terlebih lagi bila mediatornya &da seorang notaris,
maka biasanya para pihak hanya membayar biayanatdas saja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudaédt diigambarkan
bahwa notaris sebagai mediator dalam hal penyelessengketa lebih
banyak diminati, dengan alesan lebih komunikatih deansparan bila
dibandingkan dengan proses litigasi di persidangamgadilan, demikian
makna keadilan lebih tersentuh dalam alternatifplasaian sengketa.

Pada akhirnya dengan itikad baik dari kedua belahakp
wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tgapanan antara Dra.
Ny. Hj. SS dan Ny. MA dapat diselesaikan dalam wdlQ hari, hal ini jelas
jauh lebih singkat jika dibandingkan kedua beldiagiyang telah berpekara
di pengadilan dan cukup melelahkan bagi kedua hatek. Hanya dengan
biaya yang cukup relatif murah karena hanya membgga notaris guna
pembuatan akta perdamaian, akhirnya para pihak degrasakan kepuasan
dengan suasanhappy endingtanpa ada yang merasa dirugikan. Yang
terpenting dari serangkaian penyelesaian secaraasnetbrsebut dapat
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berjalan secara tertutup dan kerahasaiaan penigledarjaga tanpa
diketahui oleh pihak lain yang tidak berkompeten.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangtaab
notaris maupun Kode Etik Notaris Ikatan Notarisdnesia yang ditetapkan
dalam sidang pleno kongres ikatan notaris indonksixIll di Bandung
tidak ada pelarangan tentang pekerjaan notarisgael@ediator, sehingga
peranan notaris sebagai mediator dalam menjalajbatannya tidak
bertentangan dan tidak melanggar Undang-undang N@Madahun 2004

tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ik&tataris Indonesia.

2.4.2 Mediasi yang Dilakukan Notaris Mempunyai Kekuatan yang

Mengikat Bagi Kedua Belah Pihak

Bagi pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian @hipan seorang
notaris, apabila terjadi suatu konflik atau sengkging disebabkan oleh
akta tersebut, maka orang pertama yang biasanyatdimenjadi penasehat
atau mediator dalam konflik tersebut adalah notgEieag bersangkutan.
Hasil dari proses mediasi yang berupa kesepakaaraidyang dilakukan
oleh notaris sebagai mediator bagi kliennya yangedrgketa hendaknya
dibuat akta perdamaian dalam bentuk akta oteng&r anemiliki kekuatan
hukum supaya apabila suatu waktu diajukan guga@aRdngadilan, hakim
dapat menjatuhkan putusan serta meuth\(oerbaar bij vooraa}l karena
akta tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna didak dapat
disangkal lagi, isi akta tersebut dianggap benan dwkim harus
mempercayai apa yang ditulis di dalamnya.

Menurut pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Pardat
perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana keglah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu bamaeggakhiri suatu
perkara yang sedang bergantung atau mencegah tiypabslatu perkara.
Pejanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuatara tertulis.

Perdamaian adalah suatu perjanjian "formal” kariartadak sah (dan
karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan ménsuatu formalitas

tertentu, yaitu harus diadakan secara tertulisaAldrdamaian mempunyai
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kekuatan yang sama seperti putusan hakim yang byasay telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetapkfacht van gewijsge’

Akta perdamaian yang dibuat oleh seorang notars akemenuhi
persyaratan yuridis formal sehingga dalam pelakaamg nanti tidak akan
ada hal-hal yang perlu diragukan lagi, apabiladeii pada akta tersebut
merupakan hasil dari permufakatan dari pihak-pipaikg bersengketa dan
telah diterima oleh para pihak tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat dikekaukayaitu
sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan patemah Umum
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Oetogsi®an, SH dalam
Up Grading-Refreshing CoursiBotaris Se-Indonesia di Bandung tanggal
29 April 1995 mengemukakan bah#a:

"Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris atau atilllengan akta otentik
itu mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mempunyai
kekutatan pembuktian yang mutlak, sehingga not#alam melaksanakan
jabatannya berfungsi membantu terbentuknya hukunparpen antar para
pihak”.

Dan juga sebagaimana yang tertera dalam pasaltq@yaindang-undang
Nomor 30 Tahun 1999:

“Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda m@@ndapara tertulis

adalah final damrmengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad
baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negatath waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan”.

Dengan ketentuan seperti yang diatur pada Undarugahb
Nomor 30 Tahun 1999, dapat dipastikan bahwa kes¢épakperdamaian
melalui proses mediasi yang dilakukan oleh notaébagai mediator
memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikataddep para pihak yang
bersangkutan. Hal ini senada dengan 3 (tiga) kakupembuktian yang

terdapat didalam setiap akta otentik yang dibuett obtaris, diantaranya:

% Susanti Adi NugrohoQp.Cit.,hal. 203.

40 Nico, “Tanggung jawab notaris selaku pejabat urium
http://www.klevze.net/search?query=Up+grading+Rafieg+Course++lkatan+Notaris
?id=kQyF14IjALEC&pg=PA165&Ipg=PA165&dqg=Upgrading+Reshing+Course+Notaris&sou
rc =Upgrading%20Refreshing%20Course%20Notatisnduh 04 Desember 2010.
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a. Kekuatan lahiriah
Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkamampuan dari
akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa akta tawseadalah akta
otentik atau akta yang dibuat oleh pejabat sebaganyang terdapat
dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Kekuatan formal
Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh aktantikedibuktikan,
bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakam dalisan itu,
sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebutydag mencatat
dan membuat akta tersebut secara formal adalahisye&bagai pejabat
umum. Kebenaran yang ada dalam akta itu secaraafadalah benar
adanya yang terdapat di dalam akta itu, tetapi rketae yang sebenar-
benarnya ada di para pihak itu sendiri. Kebenapamdl mengikat para
pihak, ahli waris dan penerima hak.

c. Kekuatan materiil
Dengan kekuatan pembuktian materiil ini dimaksudkahwa isi materi
yang terdapat di dalam akta adalah benar adanya di@amin
kebenarannya, karena yang mengkonstantir aktabtérselalah notaris
sebagai pejabat umum. Kebenaran materill mengikad pihak, ahli
waris dan penerima hak.

Dalam pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Pergiatg telah
disebutkan diatas bahwa persetujuan perdamaiarsalu apabila dibuat
secara tertulis dengan format yang telah ditetapkaim ketentuan peraturan
yang berlaku. Syarat ini sifathya memakisdefatif), dengan demikian tidak
ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakaarasdisan, meskipun
dihadapan pejabat yang berwenaRgrsetujuan damai dibuat oleh pihak
yang bersengketa melalui seorang notaris, baru #mmupersetujuan
perdamaian itu diajukan ke Pengadilan untuk didedta Namun
dimungkinkan juga untuk tidak didaftarkan di Perilgadjika para pihak
yang bersengketa menginginkapabila didaftarkan di Pengadilan, maka
hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi mncoret satu

katapun dari isi akta perdamaian yang telah dilmlelt para pihak yang
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telah melakukan perdamaian itu, melainkan harusrigiti secara bulat,

mengambil over sepenuhnya dan seluruh isi perfanpardamaian itu.

Adapun sifat akta perdamaian dalam perkara peatitah*!

a. Keputusan perdamaian langsung mempunyai kekuht&um tetap
(inkracht van gewijsde Dalam pasal 1851 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata menentukan bahwa semua putusan psesaryang
dibuat dalam sidang majelis hakim akan mempuny&u&@n hukum
tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalamkaingenghabisan.
Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dendmsara kekhilafan
mengenai hukum atau alasan salah satu pihak tetalgikin oleh
putusan perdamaian itu. Dalam pasal 130 ayat (R) d¢itentukan pula
bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka padawakipula dalam
persidangan dibuat putusan perdamaian dengan mianghpara pihak
untuk mematuhi persetujuan damai yang telah meéyakt

b. Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. Oleh lkarpntusan
perdamaian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetegka baginya
tertutup untuk adanya upaya banding atau kasasny&rbahwa putusan
itu sejak ditetapkan atau dijatuhkan oleh hakimkanaudah melekat,
pasti dan tidak ada penafsiran lagi karena berkiasakesepakatan
bersama, langsung dapat dijalankan kapan saja t@iraieh pihak-pihak
yang melaksanakan perdamaian itu.

c. Mempunyai kekuatareksekutorial. Semua putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap pastilah meggukekuatan
hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi dan mengkgkuatan
nilai pembuktian.

Namun dalam beberapa hal, akta perdamaian dimokeykijuga
untuk tidak perlu didaftarkan di Pengadilan jikagpihak yang bersengketa
menginginkan, sebagai contoh sengketa wanpres&gangan pinjam-
meminjam tanpa jaminan yang terjadi antara Dra. iJy.SS dan Ny. MA
yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Dal&onteks kasus diatas,
perjanjian tersebut dibuat dihadapan salah seoraataris, dimana

41 Abdul Halim, SHI. “Kontekstualisasi Mediasi dalderdamaian,” http://www.badilag.net/
diunduh 04 Desember 2010.
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notarisnya bertindak sebagai mediator bagi klientgam proses mediasi
penyelesaian sengketanya sehingga akta kesepagbatdamaian tersebut
memungkinkan untuk tidak di daftarkan ke pengadikskta perdamaian ini

akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurnaat kdian saling

mengikat bagi kedua belah pihak, seperti yang diapkan oleh Oetojo
Oesman, SHdiatas dalamUp Grading-Refreshing Cours@lotaris Se-

Indonesia di Bandung tanggal 29 April 1995. Dengasar hukum dan
kerangka pikir yang diuraikan diatas, jadi meskipakta perdamaian
tersebut tidak didaftarkan di pengadilan, makaptetaja akta perdamaian
yang dibuat oleh notaris sudah cukup kuat secakarhwdan berkekuatan
hukum mengikat bagi para pihaknya, serta memilékuatan pembuktian

yang sempurna.

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan
Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian SengleDiluar
Pengadilan
Dalam proses penyelesaian di pengadilan, para pikdak dapat

bebas berkomunikasi dan mengeluarkan pendapatatata sidang harus

ditempuh sesuai dengan undang-undang acara pegaidamahkan ada
pihak yang mulai dari awal hingga akhir persidangahek pernah
menginjakkan kakinya di pengadilan, karena hanyanbegikan kuasa
kepada pengacaranya untuk mewakili kepentingandgagan demikian
biarpun akhirnya sengketa tersebut dimenangkarnynbdentu hasilnya
sesuai dengan kehendak atas keinginan yang ditaarapk

Hal ini berbeda sekali dengan proses penyelessagketa diluar
pengadilan, para pihak bebas mengeluarkan pendamad terikat dalam
suatu tata cara yang formal, tawar-menawar dagatiesetiap waktu, baik
secara langsung antara pihak yang satu terhadak pénnya maupun
penyampaian melalui pihak ketiga yang disebut ntedigCara mediasi
inilah  yang memungkinkan tercapainyain-win solution sehingga
kesepakatankpnsensus untuk mengakhiri suatu sengketa lebih mudah
tercapai, kecuali ada pihak yang menang dari awakt menghendaki
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penyelesaian secara damai. Faktor tersebut sangampemgaruhi

keberhasilan atau kegagalan seorang mediator daddrimi notaris dalam

melaksanakan tugas mediasinya.

Menurut Garry Goodpaster, negosiasi antara pihakbdaaya yang
sangat berbeda mengundang resiko yang serius wafak persepsi dan
salah mengerti. Namun masih lebih dari itu, bileapanggota dari berbagai
budaya melakukan negosiasi dan membawa norma-noegesiasi yang
berbeda ke meja perundingan, mereka “bermain” dengarmainan
negosiasi maka hal ini membuat sangat sukar bagtkaeaintuk melakukan
saling tawar-menawar secara efefdif.

Jika dilihat dari perspektif dari pihak yang teaibdalam suatu
persengketaan, maka ada beberapa faktor yang cukapentukan
keberhasilan dan kegagalan terhadap alternatif gtesgian sengketa,
diantaranya:

a. Para pihak harus mempunyai persepsi yang samantergkernatif
penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalahapiliyang terbaik
untuk mengakhiri sengketa mereka. Untuk itu par&alpi harus
senantiasa bersedia untuk memodifikasi posisi amekka dan proses
ini harus terus menerus berlanjut sehingga kedo@kpilapat mencapai
suatu titik temu yang merupakan tujuan akhir meréhal ini dapat
dilakukan dengan baik dengan atau tanpa seoran@gioedpabila para
pihak menyadari hal ini maka penyelesaian akarlbbrhasil.

b. Faktor budaya juga sangat mempengaruhi keberhasilatu alternatif
penyelesaian sengketa apabila dua pihak yang lgkesn masing-
masing mempunyai nilai budaya yang berbeda bahlkena ssekali
bertolak belakang. Jika demikian maka keberhagkamyelesaian akan
memakan waktu yang lebih lama, dimana mediator etadiperlukan
untuk senantiasa memberikan penjelasan dan pemg&epada masing-
masing pihak agar aspek budaya tidak selalu dgadpedoman dalam
mencapai suatu kesepakatan.

*2 Rachmadi Usmar@Qp.Cit.,hal. 93.
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c. Faktor bargaining power /kekuatan tawar-menawar yang seimbang
menjadikan unsur yang menciptakan suatu suasana Yyalatif
seimbang pula dalam alternatif penyelesaian seagket

Menurut Notaris EW, SH selaku informan, bahwa &ederapa
aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam ksatekan tugas
mediasi oleh seorang notaris yaitu dengan harugyetanhui dengan baik
secara external maupun secara internal mengemaaildatakang para pihak
yang bersengketa:

1. Faktor-faktor penentu external meliputi:

a. Faktor agama

Pada umumnya lebih mudah menyatukan pandangamibatayang

bersengketa bila pihak-pihak tersebut menganut aggang sama,
sehingga bila terjadi jalan buntu maka pedomamaajaigama yang
bersangkutan dapat dijadikan panutan.

b. Faktor budaya

Faktor budaya juga berperan dalam mengakhiri ssagbara pihak,

karena dengan budaya yang berbeda akan mencipsaledn jarak
tersendiri dalam menyamakan visi.
c. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan yang berbeda jauh akan meninaioukesulitan

dalam komunikasi yang efektif maka peran mediatangat
menentukan keberhasilan alternatif penyelesaiagksta.
d. Faktor ekonomi sosial

Secara umum faktor ini merupakan sumber timbulrsgatu

perselisihan, apabila terjadi perbedaan faktor ekondari pihak
yang bersengketa maka pihak ekonomi yang lebih kigsganya
diminta untuk lebih memberikan pengertian.

2. Faktor-faktor penentu internal meliputi:

a. Faktor pengalaman praktek

Pengalaman praktek seorang notaris terutama digpilakum akan

memberikan solusi-solusi yang lebih efektif dalanteraatif

penyelesaian sengketa.
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b. Faktor usia
Makin bertambah usia, maka wawasan dan pandangarang
notaris diharapkan lebih mapan.

c. Faktor wibawa
Faktor wibawa akan timbul apabila seorang notam¢ard hal
memainkan peranan sebagai mediator akan lebih dfpatcaya
terutama dalam hal "netralitas”.

d. Faktor otoritas
Seorang mediator notaris harus menunjukan otordas sisi
penerapan hukum terhadap kasus sengketa yang pihgala

e. Faktor kemampuan menguasai teknik-teknik mediasi
Notaris dalam melakukan mediasi harus pula mengapada teori-

teori dalam hal teknik-teknik mediasi.

Seorang notaris yang akan berperan sebagai sepredigtor juga
harus memiliki pengetahuan dalam mendengar untukbedakan antara
fakta atau pendapat emosional suatu pihak. Jugaastdan bahwa setiap
pihak mendapat kesempatan yang sama untuk di dehdarmasi juga
didapat melalui pertanyaan sehingga kemampuan nyartguga wajib
diperlukan. Mediator harus mampu memahami, mere#ek pertanyaan
dan mengklarifikasi pertanyaan atau pengertian kpiyng bersengketa.
Mediator juga harus mampu mengobservasi melaluagmkubuh atau mata
atau kalau tiba-tiba klien tersebut menjadi dianm dimlak memberikan
respon apapun.

Dari penjelasan diatas, apabila dilihat dari pesspenediator, maka
ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kedlarhaan kegagalan
notaris sebagai mediator dalam penyelesaian semgkitar pengadilan
diantaranya:

1. Faktor otoritas dan kewenangan notaris dalam pgeansebagai
mediator. Semakin besar wibawa dan otoritas yangliki oleh notaris
tersebut, maka semakin besar pula kemampuanny& umémdorong
para pihak kearah kesepakatan bersama guna mengakhgketa

mereka melalui penyelesaian sengketa alternatif. ifladisebabkan
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karena wibawa dan otoritas yang dimilikinya dapetfingsi menjadi
faktor pendorong preasurg terhadap pihak-pihak yang bersengketa.
Sebaliknya apabila mediator kurang berwibawa dararigi memiliki
otoritas, maka kemampuannya untuk mengarahkan gibek kepada
kesepakatan bersama menjadi lemah.

2. Kemampuan notaris dalam perannya sebagai mediaatamd hal
menguasai teknik-teknik mediasi juga sangat beraeing terhadap
keberhasilan dan kegagalan dari sebuah mediasi.

3. Kepercayaan para pihak terhadap notaris dalam pgmarsebagai
mediator. Seorang mediator haruslah dipercaya p&ia pihak yang
bersengketa, baik dipercaya sebagai orang yangt dagyéaku adil,
maupun dipercaya akan mampu menyelesaikan sengleztka melalui
perdamaian. Semakin tinggi kepercayaan para p#rddadap mediator,
semakin besar pula kemungkinan keberhasilan pesgiale sengketa
alternatif.

Agar notaris sebagai mediator dapat bekerja danjatamkan
tugasnya dengan baik, seorang mediator harus memdhagsi apa yang
harus ia perankan dalam suatu proses mediasitisggeg diidentifikasikan
oleh Fuller, diantaranya sebagai berifcit:

a. Sebagai katalisatorc#talyst), yang mengandung pengertian bahwa
kehadiran mediator dalam proses perundingan mampuadonong
lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi, dakan sebaliknya
menyebabkan terjadinya salah pengertian diantasphak walaupun
dalam praktek dapat saja terjadi, setelah prosemg@mgan, para pihak
tetap mengalami salah pengertian/polarisasi. Olgbals itu fungsi
mediator berusaha untuk mempersempit terjadinyarisalsi.

b. Sebagai pendidik, berarti seseorang harus berusah@hami aspirasi
para pihak, dan prosedur tahap-tahap mediasi. €4bhb itu, ia harus
berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedammtata para

pihak, agar membuatnya mampu menangkap alasamaddaa nalar

3 Fuhler Leonard L. Riskin dan James E Westbr@igpute Resolution and Lawyét)SA:
West Publishing & Co, 1993), hal. 95.
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para pihak untuk menyetujui atau menolak usulan pgEmintaan satu
sama lainnya.

c. Sebagai penerjemah, berarti mediator harus berussrgampaikan
dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pairakya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa maggsasaran yang
dicapai oleh pengusul.

d. Sebagai nara sumbeaegource person berarti seorang mediator harus
mendayagunakan sumber-sumber informasi yang ters&tiseorang
lazimnya mengalami frustasi jika mengikuti diskuggpalagi dihadapkan
dengan kuranganya informasi atau sumber pelayaRalayanan ini
dapat berupa fasilitas riset, komputer dan pengatujadwal
perundingan atau pertemuan dengan pihak-pihakiter&ag memiliki
informasi.

e. Sebagai penyandang berita jel&edrer of bad nevsberarti seorang
mediator harus menyadari bahwa para pihak dalaseprperundingan
dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator hanmisngadakan
pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untognampung
berbagai usulan.

f. Sebagai agen realitaagent of reality, bearti mediator harus berusaha
memberi pengertian secara jelas kepada salah shak ppahwa
sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akalkudittepai melalui
perundingan. Dan juga meningkatkan para pihak ggagan terpaku
pada sebuah pemecahan masalah saja yang tidaitiseali

g. Sebagai kambing hitam (scajmaf, berarti mediator harus siap
disalahkan dalam membuat kesepakatan hasil pegendirMisalnya,
salah satu pihak itu bisa saja mengalihkan kegaggéa dalam
memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang diwajal sebagai

kesalahan mediator.

Dari uraian dan hasil analisa diatas, proses medianjadi alternatif
pilihan bagi para pihak yang bersengketa dengaarisaebagai mediatornya.
Disamping prosesnya mudah tidak berbelit sepeqiedgadilan, mediasi juga

tidak membutuhkan waktu yang lama. Peran notabsgs mediator dalam
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sebuah proses mediasi menjadi sangat penting kakebarhasilan dan
kegagalan proses mediasi bergantung pada notarsebté. Meski
keberhasilan dan kegagalan dari sebuah proses shetigengaruhi faktor
internal dan eksternal, namun peran notaris jugagaadominan dalam
mempengaruhi kedua faktor tersebut, sehingga kab#gih sebuah proses

mediasi hampir sepenuhnya bergantung pada ntdasebut.

Universitas Indonesia
Peranan notaris..., Ayuningtyas Hatta Poetri, FH Ul, 2011.



